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pelayanan masyarakat. 

5. 	 Cepatnya pengurusan kepegawaian, seperti masalah 

kenaikan pangkat. pensiun. dan sebagainya. 

Jadi keberhasilan program pengawasan melekat di ling

kungan aparatur pemerintah dapat dilihat dari berbagal 

indikator seperti yang telah disebutkan di atas. 

v. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. 	 Kesimpulan : 

1. 	Pengawasan melekat yang terlaksana dengan balk tidak 

dapat dilepaskan dari peranan pimpinan (atasan lang

sung) yang diwajibkan untuk menclptakan pengawasan 

melekat dan meningkatkan mutunya di lingkungan tu

gasnya masing-masing. 

2. 	 Pengawasan melekat merupakan usaha untuk menciptakan 

aparatur pemerlntah yang bersih yaitu dengan melalui 

tindakan preventif dan represif dalam pelaksanaan 

pengawasan melekat. karena dengan tindakan preventif 

tersebut dapat dicegah peluang terjadinya tindak 

pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan tindakan

tindakan penyelewengan lainnya. Sedangkan tindakan 

represif itu dapat dikenakan terhadap aparat pemerin

tall yang melakukan pelanggaran, penyalahgunaan wewe

nang dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat 
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menghambat pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan 

dan pembangunan. 

B. 	 Saran 

1. 	Perlu ditingkatkan kualitas aparatur pemerintah yang 

disiplin dan bersih dalam pelaksanaan pengawasan 

melekat. 

2. 	Upaya preventif periu ditingkatkan guna mencegah 

peluang timbulnya penyalahgunaan wewenang, kebocoran 

keuangan negara dan tindakan-tindakan negatif lainnya 

yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. 

3. 	Perlunya penanganan tindak lanjut yang bersifat 

represif secara tepat dan benar agar pelaksanaan 

fungsi pengawasan tidak menjadi sia-sia dan hanya 

merupakan tindakan tidak efisien dan pemborosan 

belaka. 


